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PUTUSAN
Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Sari Kecamatan
Pegajahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husni
Utama Imam Susanto S.H, Advokat berkantor di Jalan
Iskandar Muda, No 97/12 Petisah Hulu Kecamatan
Medan Baru Korta Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus nomor 123/HK.05/X1/2021 tertanggal 20
November 2021, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswata,
tempat tinggal di Dusun | A Desa Suka Sari Kecamatan
Pegajahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-

saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 25 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Srh
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan
pernikahan secara Islam di Sukasari sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor :
157/107/11/23/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Perbaungan tertanggal Perbaungan, 08 — 2 - 2005;

2. Bahwa
Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan
kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang
bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;

3. Bahwa
setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai
pasangan suami-isteri (ba”"dadhukul),dan telah bergaul sebagaimana layaknya
suami-isteri;

4. Bahwa
Penggugat dan tergugat awalnya bertempat tinggal dikediaman orang tua
Tergugat bersama Penggugat, Namun tidak lama setelah dibangunkan rumah
oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal
bersama di dusun Il desa Suka sari, Penggugat dan tergugat dikaruniai

Empat anak;
5. Bahwa

penyebab dari pertengkaran terus-menerus dan perselisihan
antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan hal-hal sebagai
berikut:

- Tergugat setiap hari selalu bermain judi, dan tidak menafkahi

Penggugat baik lahir maupun bathin;

- Tergugat tidak jujur dengan Penggugat dalam berumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 2021 orang tua Penggugat ada memberikan modal
usaha kambing kurban pada tahun 2021, namun kambing tersebut dijual dan
uang hasil penjualan kambing tersebut habis digunakan untuk bermain judi
oleh Tergugat;
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7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal
12 APRIL 2021, yang disebabkan Tergugat tetap bermain judi, jarang pulang
kerumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat,
sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, namun saat di
damaikan oleh keluarga dan di hadiri oleh kepala dusun, tergugat malah emosi
dan langsung menjatuhkan talak 1 ( Satu ) kepada Penggugat. Sejak
Tanggal 12 April 2021, hingga saat sekarang ini, Penggugat dan tergugat
sudah Pisah Ranjang;

8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 tepat hari raya idul fitri yang dianggap
umat muslim adalah hari yang baik untuk bersilahturahmi, sehingga keluarga
Tergugat bersama Kepala dusun mencoba untuk mempertanyakan Kembali
kepada tergugat, tentang hubungan diantara tergugat dan Penggugat, hamun
dengan sikap yang Arogan dan Emosi yang meledak ledak, tergugat langsung
menjatuhkan talak 2 ( dua ) dan 3 (tiga) kepada penggugat, dihadapan
keluarga dan kepala dusun, sehingga sudah tidak ada lagi upaya untuk
dilakukannya Rujuk kepada Penggugat dan tergugat. Sehingga Penggugat
tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa setelah terjadinya peristiwva tersebut penggugat dan seluruh
keluarganya, sudah merasa sangat di permalukan dan merasa sudah tidak
dihargai lagi oleh tergugat, atas tindakan tergugat, sehingga ikatan
perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana di uraikan diatas
sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, karena sudah
tidak ada lagi untuk dilakukannya upaya damai;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat pada
prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, hingga mengajukan
Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Agama Sei Rampah, atas dasar
pertengkaran terus menerus, tidak ada komunikasi yang baik antara

penggugat dan tergugat, sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil,
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Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami,
telah terjadi pisah ranjang, Bermain Judi dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat mohon diperkenankan oleh Yang Mulia Majelis
Hakim untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini dengan
menyatakan jatuhnya Talak Satu Ba’'in Sughro Tergugat atas diri

Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang mulia berkenan
untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta
menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak
satu ba'insughraa kepada Tergugat (Tergugat) dihadapan sidang Majlis Hakim
di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (exaequoetbono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh
Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil di persidangan, Penggugat telah datang menghadap ke muka
sidang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sabh;
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Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum
Penggugat dan telah telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kiranya
Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan
Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena
Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-
dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara
ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat
telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 157/107/11/23/2005 Tanggal 08 Februari
2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksil, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru,
bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan
Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Penggugat.
Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah
sumpabh;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sugito;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang

menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang telah mempunyai empat
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orang anak, dimana anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat
dan anaka ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah
kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama enam belas tahun, dan mulai tidak harmonis sejak awal
tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar serta mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan bahkan pernah menjual
kambing untuk kurban milik orang tua Penggugat serta Tergugat sering
bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah rumah sejak Mei 2021,
dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;
2. Saksi Il, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Saksi
mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu
kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan
keterangan di bawah sumpabh;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sugito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar enam belas tahun
yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak,

dua anak tinggal dengan Penggugat dan dua lagi tinggal bersama Tergugat;
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- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

kediaman bersama;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat harmonis, namun sejak sebelas bulan yang lalu sudah tidak

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahuinya dari cerita

Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat sering bermain judi sehingga selalu kurang dalam memberikan

nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah menjual kambing milik

saksi tanpa sepengetahuan saksi dan Penggugat padahal kambing itu untuk
kurban;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah rumah sejak bulan Mei

2021 yang lalu, dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima
dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan
mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon
putusan;

Bahwa untuk singkatnya wuraian dalam putusan ini selengkapnya
sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama in casu Pengadilan
Agama Sei Rampah dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, serta
kedudukan hukum Penggugat dan Tergugatuntuk bertindak sebagai pihak dalam
perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat
dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan
hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan
gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana Penggugat
sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan
Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37
Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara a quo
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, dan atas hal tersebut oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah
Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan Agama Sei
Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Termohon untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah
dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Penggugat
diwakili oleh Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir
pada sidang pertama dan seterusnya tidak pernah hadir kembali serta tidak pula
mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata
bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Permohonannya dengan
mengkuasakan kepada Imam Susanto S.H,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
nomor 123/HK.05/XI/2021 tertanggal 25 November 2021, maka Majelis Hakim
perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal
standing kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan
landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang
unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara
jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi
relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas
dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak
dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis
penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan
tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan
pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis
dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi

di atas meterai tempel;
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari
syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di
atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat
maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus
dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak
sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili
prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara
sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar
dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada
setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi
sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana
yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan
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Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan
bahwa pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek),
maka untuk mengetahui bentuk, fisik, serta kualitas materi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, Penggugat tetap dibebani wajib
bukti (Burden of proof), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan
terjadinya kesepakatan cerai (agreement to divorce) yang mengarah pada
penyelundupan hukum (rechts on dekking) yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan
pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah ” Suatu akta yang
dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.” Fotocopy akta tersebut
telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,
maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat dengan tanda bukti (P) tersebut
telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara a quo sehingga bukti
tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah
mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik
perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut merupakan prima facie

evidence (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan
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perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat
serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu
Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya
Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi
tersebut merupakan saksi yang mengetahui fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang telah diajukan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah
memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam
persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172
dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk
memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat,
awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi
sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan
karena Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan bahkan pernah menjual
kambing untuk kurban milik orang tua Penggugat serta Tergugat sering bermain
judi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2021,
Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak pisah
tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah lagi melihat Tergugat
mengunjungi Penggugat dan sebaliknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat

sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian
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majelis hakim menilai telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat serta telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak
keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di
persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang
lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga
kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan faktafakta
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal
28 Januari 2005;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
disebabkan Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan bahkan pernah
menjual kambing untuk kurban milik orang tua Penggugat serta Tergugat
sering bermain judi

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021 dan
sejak pisah tempat tingggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bertemu dan berkomunikasi serta keduanya tidak saling mempedulikan
hingga saat ini;

4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut
di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar
suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021 dan sudah
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tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan
istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,
dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi
sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-
Ruum ayat 21 yang berbunyi :
355 A5 dszs ] i BlsSl aSudll o AT 315 51 bl o3
093555 p3abo Y WS s 5] 14as 55

—n\

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang
menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan
Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri
telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu
kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk
mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Igna’ juz Il

halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

aallo Lol alds sl lezos) azsill aty pas 2] Ols
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artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah
hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.
Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang
sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap
Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat
menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah
maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan
kaedah fighiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi,

halaman 161 berbunyi:
wlS,L Lo Lagaolacl ncg, oliraso go,Lasilsl
Lo_go 5|
Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar

kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai
dengan kaidah fighiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang
berbunyi:

J uall
Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat
bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat
bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat
adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu

sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan
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dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian
dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat
melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi
keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya
lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga
tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka
kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat

diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan
Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana kehendak Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam,maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka perlu
ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2)
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 590.000,- ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil
Awal 1443 Hijriah, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.| sebagai Ketua Majelis, Fauzan
Arrasyid, S.H.l, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patimah, S.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Fauzan Arrasyid, S.H.l, M.A Ghifar Afghany, S.Sy
Panitera Pengganti,
dto
Patimah, S.H
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Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -------- Rp 30.000,-
1. Biaya proses --------------- Rp 60.000,-
2. Biaya Panggilan------------ Rp 300.000,-
3. Pnbp Panggilan------------ Rp 30.000,-
4. Pbt Rp 150.000,-
5. Hak redaksi ----------------- Rp 10.000,-
6. Meterai ---------------------- Rp 10.000.-

Jumlah biaya Perkara Rp 590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
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